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Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian Daerah serta untuk
mengoptimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah
Kota Banjarbaru sesuai ketentuan yang berlaku dan
agar pelaksanaan pemungutan dapat lebih optimal
dilaksanakan maka perlu merubab Peraturan Walikota
dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan KetigaAtas Undang-Undang Nomor6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4740);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 19 Tahu 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambhan Lemabran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);
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3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3822);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4400);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007
Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 3);
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14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun; 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah KptaBanjarbaru Nomor37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANWALIKOTATENTANG PERUBAHANATAS
PERATURANWALlKOTA:BANJARBARUNOMOR77 TAHUN
2016 TENTANGPETUNJUKPELAKSANAANPEMUNGUTAN
PAJAKRESTORAN

PASALI

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (BeritaDaerah
KotaBanjarbaru Tahun 2016 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4)diubah, sehingga secara keseluruhan
berbunyi sebagai berikut:

Pasal3

(I) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan
pembayaran.

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pelayanan, penjualan makanan danjatau yang
dikonsumsi oleh pembeli, baik ditempat pelayanan maupun
ditempat lain.

(3) Termasuk dalam objekpajak Restoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)meliputi:
a. restoran;
b. rumah makan;
c. kafetarian;
d. kantin;
e. warung;
f. depot;
g. bar;
h. pujasera / foodcourt;
1. toko roti / bakery; dan
j. jasa bogaj catering.

(4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dan ayat (2)adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) setiap bulan.

(5) Ketentuan pada ayat (4), dikecualikan untuk objek pajak restoran
yang bersumber dari anggaran Pemerintah.
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PASALII

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada t ggal 19 Septemb:,I.' 2017

A BANJ~BARU, -.~AL

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal '19 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,

DAERAHKOTABANJARBARUTAHUN 2017 NOMOR 65


